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DASAR HUKUM
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FASILITAS FISKAL
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CAKUPAN FASILITAS
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SUBJEK FASILITAS

Perguruan Tinggi Negeri
Perguruan Tinggi Swasta

Perguruan Tinggi Kedinasan

Fakultas / setingkat fakultas

Kementerian / Lembaga 
Pemerintah

Eselon II / setingkat

Badan Usaha
(Swasta)

Direksi unit Litbang

Perorangan: belum diakomodasi di PMK-200/2019
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OBJEK FASILITAS

Barang dan/atau peralatan yang benar-benar digunakan 
untuk memajukan ilmu pengetahuan 

termasuk untuk kegiatan penelitian atau percobaan 
guna peningkatan atau pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi
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IMPORTIR 

Perguruan Tinggi Kementerian / Lembaga 
Pemerintah Badan Usaha

(Swasta)

Pihak Ketiga



DIREKTORAT JENDERAL  BEA DAN CUKAI

ASAL BARANG
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SUMBER PEROLEHAN



DIREKTORAT JENDERAL  BEA DAN CUKAI

PERSYARATAN DOKUMEN
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2. Lampiran Permohonan



DIREKTORAT JENDERAL  BEA DAN CUKAI



DIREKTORAT JENDERAL  BEA DAN CUKAI

PEMBERI REKOMENDASI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI

Kementerian/ Lembaga Pemerintah: tidak disyaratkan rekomendasi
*) Jika barang terkena LARTAS:
- tidak dipersyaratkan saat permohonan,
- tetap dipersyaratkan saat importasi barang
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• Untuk mengetahui suatu barang terkena ketentuan lartas dapat dilakukan pengecekan melalui  
portal INSW di laman: insw.go.id/intr

• Dari laman tersebut input kode HS atau uraian HS, dengan tampilan sebagai berikut:

Cara Mengetahui Barang Terkena Ketentuan LARTAS
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16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

PROSES PERMOHONAN

- Surat Permohonan
- Dokumen 

Persyaratan
Pemohon

KPUBC/KPPBC 
Tempat Pemasukan

Tidak Valid

Valid

Kepala Kantor a.n. Menteri 
Keuangan menerbitkan SKMK

Portal DJBCPortal INSW

atau

Surat Penolakan/ 
Respon penolakan

Jangka waktu pengimporan 
s.d. 1 (satu) tahun sejak SKMK ditetapkan

Manual

3 hari kerja

Otomasi 

5 Jam 

Janji Layanan Penerbitan:

Otomasi

Manual

(Belum implementasi)

setelah diterima lengkap dan benar
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KETENTUAN PERUBAHAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN
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PENYELESAIAN BARANG EKS FASILITAS
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Ketentuan 0-2 tahun 2-5 tahun >5 tahun

Diekspor Dapat diekspor Kembali

Dipindahtangankan

Tidak boleh 
dipindahtangankan
Kecuali:
- Barang tidak layak pakai
- Force majeure
- dipindahtangankan kepada 

pihak lain penerima fasilitas 
pembebasan.

- Dapat 
dipindahtangankan 
dengan membayar BM, 
Cukai, PDRI

- Dapat dibebaskan jika 
dipindahtangankan 
kepada penerima 
fasilitas pembebasan

Dapat dipindahtangankan 
dengan tanpa membayar 
BM, Cukai, dan PDRI

(Kecuali Kendaraan 
Bermotor)

Dimusnahkan Tidak boleh dimusnahkan 
kecuali force majeure

Boleh dimusnahkan

KETENTUAN PENYELESAIAN BARANG EKS FASILITAS

Tata laksana pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan barang yang telah dicatat sebagai BMN 
milik Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kedinasan, Kementerian/Lembaga dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BARANG MILIK NEGARA 
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PERMOHONAN

Pembebasan Bea Masuk

Perubahan KMK Pembebasan

Izin Penyelesaian Kewajiban 
Pabean

1

2

3

Perguruan Tinggi/K-L/ 
Badan Usaha

Perguruan Tinggi/K-L/ 
Badan Usaha

Perguruan Tinggi/K-L/ 
Badan Usaha
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MONITORING DAN EVALUASI

• Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh Direktur 
Fasilitas Kepabeanan

• Ada indikasi penyalahgunaan Fasilitas: 
1. Rekomendasi audit.
2. Rekomendasi Penelitian lainnya oleh unit pengawasan.

• Ditemukan tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian 
fasilitas, maka wajib:
1. Membayar bea masuk, cukai dan PDRI
2. Dikenakan sanksi administratif.



KODE 
FASILITAS:

16
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CUSTOMS CLEARANCE

Tahap Pre-Clearance

Tahap On Clearance
Tahap Post-Clearance

▪ Pengurusan NIB
▪ Pengurus izin-izin untuk barang yang            

akan diimpor (lartas border)
▪ Pengajuan permohonan fasilitas,                   

misal fasilitas pembebasan Litbang

▪ Monev
▪ Penelitian Ulang
▪ Audit



TERIMA KASIH

4890308 ext 769/3002 @ stafdirjenbc@gmail.com

Untuk informasi lebih lanjut :
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